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A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran Allah SWT yang mengatur seluruh bidang
kehidupan manusia yang disampaikan melalui nabi Muhammad SAW. Menurut
Yusuf Qardhawi, seperti yang diinformasikan olen Gemala Dewi'! karakteristik
hukum Islam adalah koomprehensivitas yakni tidak ditetapkan hanya untuk seorang
saja melainkan seluruh umat dan agama, dan tidak mengabaikan kenyataan (realita)
dalam setiap apa yang dihalalkan dan yang diharamkan.

Syariat Islam bersifat elastis, karena ajaran Islam selalu dapat berkembang
sesuai waktu dan tempat sampai hari kiamat nanti.? Hal ini dikarenakan
perkembangan zaman semakin maju dan kebutuhan manusia yang semakin
meningkat, maka banyak pula masalah baru yang bermunculan dimana ketika
zaman Nabi Muhammad SAW masalah tersebut tidak ada, sehingga permasalahan
ini pun belum ada jawabannya. Maka Islam pun memberikan kebebasan dan
keleluasaan pada umat manusia untuk mengatur sendiri segala urusannya selama
tidak bertentangan dengan Al -Qur’an dan Hadits. Agama Islam mengatur
kelangsungan hidup manusia dalam segala aspeknya, baik individu maupun
kolektif. Hal ini terjadi karena syari’at Islam merupakan manivestasi dari aqidah
yang berupa aturan-aturan yang berhubungan antara manusia dengan Allah SWT,
dan sejumlah aturan yang berhubungan dengan sesama manusia dalam bidang
muamalat. Ajaran yang terkandung dalam syariat Islam terdiri dari atas ibadah dan
muamalah.?

Ajaran tentang ibadah berkaitan dengan persoalan-persoalan pengabdian
kepada Allah SWT dalam bentuk-bentuk yang khusus seperti shalat, puasa, zakat,

haji dan sebagainya. Sedangkan ajaran tentang muamalah berkaitan dengan
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persoalan-persoalan  hubungan antara manusia dalam memenuhi kebutuhan
masing-masing.*

Para ahli figih mengemukakan beberapa pengertian muamalah dalam arti
sempit cukup beragam. Pertama, seperangkat aturan tentang perbuatan dan
hubungan antarmanusia mengenai harta kekayaan, hak-hak, dan penyelesaian
sengketa. Kedua, hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang
menyangkut interaksi antar sesama mereka dalam urusan kebendaan, hak-hak
kebendaan serta cara penyelesaian sengketa antar mereka.

Berdasarkan uraian diatas, pengertian figih muamalah dalam arti sempit
ialah seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia
yang berkaitan dengan harta kekayaan yang cara memilikinya bisa melalui
transaksi, pertukaran, maupun penyelesaian sengketa.®

Salah satu perwujudan dari muamalah dalam arti sempit yang di
syariatkan oleh Allah adalah jual beli. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-
Bagarah ayat 275:

Gl 2535 gl @ Jaise
“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” ®

Jual beli yang sesuai syariah, selain terbebas dari riba tentunya harus
memenuhi rukun dan syarat akad yang dilakukan. Akad secara etimologi berarti
perikatan sedangkan secara terminologi, pengertian akad adalah suatu perikatan
yang ditetapkan dengan ijab qgabul berdasarkan ketentuan syara’ yang
menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Istilah akad terdapat didalam Q.S.
Al-Maidah ayat 1:
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“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad (perjanjian) diantara kamu” ’

Jual beli dalam Islam menentukan aturan-aturan hukum, seperti yang telah
diungkapkan oleh fugaha, baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk jual beli
yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan, semua itu dapat ditemukan
dalam kajian-kajian kitab figih. Praktek jual beli merupakan pokok dari berbagai
bentuk pertukaran dalam muamalah. Jauh sebelum Islam datang, jual beli
merupakan pokok kegiatan ekonomi yang telah dilakukan manusia walaupun dalam
prakteknya masih sangat sederhana. Pada masa pra-Islam jarang mengandung
unsur manipulatif yang membawa kepada kemafsadatan, hingga Islam datang
membawa prinsip-prinsip syara’ dalam jual beli yang memberi kemaslahatan
berbagai pihak.

Menurut ulama jumhur bahwa rukun jual beli itu ada 4 yaitu, penjual (bai’),
pembeli (mustari), ijab dan gabul (shigat), benda atau barang yang diperjualbelikan
(ma’qud ‘alaih). Mengenai objek akadnya sendiri harus dipenuhi syarat-
syaratnya yaitu barangnya suci, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan
akad dan tidak dibatasi waktunya, barang yang diakadkan ada ditangan, dan
diketahui (banyak, berat, atau ukuran-ukuran yang lainnya).

Jual beli secara garis besar terbagi dua macam, yakni jual beli yang
diperbolehkan dan jual beli yang dilarang. Diantara jual beli yang dilarang adalah
jual beli yang mengandung unsur gharar, yaitu semua jenis jual beli yang
mengandung jahalah (kemiskinan) atau mukhataharah (spekulasi) atau qumaar
(pertaruhan).®

Pada masa modern ini, bentuk jual beli terjadi baik antara individu maupun
dengan suatu lembaga usaha. Jual beli merupakan suatu perjanjian diantara dua
pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak mengikatkan diri untuk

menyerahkan hak milik atas suatu barang sementara pihak lain membayar
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harga yang dijanjikan. Jual beli dalam Islam telah menentukan aturan-aturan
hukumnya seperti telah diungkapkan oleh fugaha, baik mengenai rukun, syarat,
maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan semua
itu dapat ditemukan dalam kajian-kajian kitab figih. Oleh karena itu, di dalam
prakteknya harus diupayakan agar tidak keluar dari ketentuan-ketentuan yang
sudah ada dalam hukum Islam, serta dapat memberikan manfaat bagi pihak-
pihak yang bersangkutan. Akan tetapi adakalanya pula terjadi penyimpangan
dari aturan-aturan hukum yang ditetapkan, sehingga menyebabkan akad jual beli
menjadi batal (tidak sah).

Oleh karena itu, dalam menilai keabsahan jual beli semestinya
diikutsertakan tujuan yang melatarbelakangi dilakukannya praktik jual beli
tersebut. Pada zaman sekarang, desakan kebutuhan ekonomi menyebabkan banyak
terjadi berbagai macam praktek jual beli dengan berbagai macam objek yang
diperjualbelikan. Salah satu yang membuat penyusun tertarik untuk mengkaji
masalah jual beli dalam skripsi ini adalah banyaknya penjual batu akik tiruan di
pasar Rawa Bening Kota Jakarta.

Batu Akik adalah Sebuah mineral atau batu yang terbentuk secara alami dari
hasil prosedur geologi yang unsurnya terdiri atas satu ataupun beberapa komponen
kimiawi yang memiliki harga jual yang amat tinggi. Batu akik terbuat dari
pengkristalan zat mineral dalam kurun waktu yang amat lama, bisa mencapai jutaan
tahun lamanya, yang kemudian kristal ini berubah menjadi batu akik.

Jual beli batu akik tiruan tersebut terdapat unsur ghasab maka itu penulis
tertarik untuk meneliti tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Jual Beli Batu Akik Tiruan Di Pasar Rawa Bening Jakarta”.

Perumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang mengenai
maraknya jual beli batu akik tiruan dimana praktik jual beli barang tiruan tersebut
tidak sesuai dengan syariat Islam. Hal tersebut termaktub dalam Fatwa MUI No.1
Tahun 2005 tentang perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang
menerangkan bahwa jual beli batu akik tiruan tersebut diharamkan. Maka muncul

pertanyaan-pertanyaan yang menjadi titik fokus penulis, yaitu sebagai berikut:



1. Apa hakikat dan manfaat batu akik asli dan tiruan dalam kehidupan manusia?
2. Bagaimana pelaksanaan jual beli batu akik tiruan di pasar Rawa Bening Kota
Jakarta?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang jual beli batu akik tiruan
di pasar Rawa Bening Kota Jakarta?
Tujuan Penelitian
Dalam segala jenis kegiatan pastilah memiliki suatu tujuan untuk
pencapainnya. Maka dari itu, dalam melakukan penelitian ini, penulis juga memiliki
tujuan untuk mencapainya. Tujuan-tujuan tersebut antara lain:
1. Untuk mengetahui hakikat dan manfaat batu akik asli dan tiruan dalam
kehidupan manusia.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli batu akik tiruan di pasar Rawa Bening
Kota Jakarta,
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan
jual beli batu akik tiruan di pasar Rawa Bening Kota Jakarta.
Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan
wawasan kepada masyarakat terutama umat Islam agar cermat dalam memilih
produk yang asli dengan yang palsu/bajakan/tiruan/kw agar terhindar dari penipuan
yang merugikan bagi konsumen. Dan pemerintah mampu bersikap tegas terhadap
masalah ini, kemudian lebih ditingkatkan lagi keadilan hukum di Indonesia agar
tidak ada lagi produsen-produsen nakal yang melanggar hukum.
2. Kegunaan Praktis
a. Bagi Peneliti
Dapat dijadikan sebagai pengembangan dan memperluas ilmu yang
penulis peroleh selama duduk dibangku kuliah. Dan juga dapat menambah
wawasan dan pengetahuan penulis tentang tinjauan Hukum Ekonomi
Syariah terhadap pelaksanaan jual beli batu akik tiruan di pasar Rawa Bening
Kota Jakarta.



b. Bagi Toko Batu Akik Di Rawa Bening Kota Jakarta
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan dan
informasi yang lebih bagus untuk kedepannya khusus bagi toko batu akik di
pasar Rawa Bening Kota Jakarta agar dalam pelaksanaanya lebih baik dan
sesuai dengan prinsip Islam.
c. Bagi Pihak Lain
Sebagai bahan yang bermanfaat untuk menambah pengetauan tentang
tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan jual beli batu akik
tiruan di pasar Rawa Bening Kota Jakarta dan dapat digunakan sebagai bahan
perbandingan bagi yang tertarik sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut.
E. Studi Terdahulu
Sebelum membuat desain penelitian ini, penulis melakukan perbandingan
antara penelitian-penelitian yang terdahulu untuk mendukung materi dalam
peneltian ini. Sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang

Hak Atas Kekayaan Intelektual. Beberapa kajian terhadap studi terdahulu dapat

dilihat dibawah ini:

1. Skripsi Laudya Putra Raesya (2016), Universitas Islam Bandung yang berjudul
“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Tiruan (Studi Kasus Pada
Penjual Kostum Sepak Bola Tiruan Grade Original di Bandung Melalui Aplikasi
Blackberry Messenger).”

Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1). Kepemilikan manusia terhadap harta
diakui dalam Islam dan dengan kepemilikan tersebut pemilik berhak
melakukan tindakan hukum atas harta tersebut. Kepemilikan harta dalam Islam
meliputi benda dan manfaat. 2) Kostum sepak bola tiruan melalui pesan instan
Blackberry Messenger diperjualbelikan menggunakan merek tanpa izin dari
perusahaan pemilik merek. 3) Menurut tinjauan Figih Muamalah, penjualan
kostum sepak bola tiruan tidak boleh, sebab tidak memenuhi syarat ma’aqud
alaih yang mengharuskan barang yang diperjualbelikan adalah milik penjual

atau penjual.



2. Pada tahun 2018, telah dilakukan penelitian oleh seorang mahasiswi jurusan
Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang membahas
tentang “Transaksi Jual Beli Sepatu Tiruan Di Kalangan Pedagang Pasar Aceh
Dalam Perspektif Hak Ibtikar Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta”. Di pasar Aceh banyak para pedagang yang menjual sepatu
tiruan bermerek atau biasa disebut KW. Hal ini tidak dibenarkan dalam
hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini mengkaji bagaimana praktik jual
beli sepatu tiruan di kalangan pedagang pasar Aceh serta bagaimana tinjauan
hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
terhadap praktik penjualan sepatu tiruan yang dilakukan oleh pedagang di
pasar Aceh. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normativ
empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa praktik jual beli sepatu tiruan di pasar Aceh terjadi karena
tidak adanya pengawasan dari pihak pengelola pasar Aceh dan juga pemerintah
Kota Banda Aceh terhadap para pedagang, praktik tersebut juga tidak
mengandung nilai-nilai kemashlahatan di dalamnya, karena adapat merugikan
pihak pemelik merek yang asli dan juga konsumen. Adanya pihak yang
dirugikan dalam praktik ini, maka terlihat jelas bahwa Islam melarang
seseorang bermuamalah dengan cara mengambil keuntungan melalui jalan
yang bathil dengan adanya pihak yang dirugikan. Dalam Undang-undang juga
telah diatur larangan menjual barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak
terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya, namun para pedagang
sebagaian besar tidak mengetahui adanya aturan yang telah diatur dan ada pula
yang mengetahui tentang aturan tersebut tetapi tidak menghiraukannya.
Seharusnya para pedagang menjual barang-barang yang sesuai dengan aturan
agama dan aturan hukum, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan adanya
sosialisasi dari pemerintah mengenai undang-undang yang mengatur tentang
hak cipta serta pengawasan dari pelaksanaan jual beli tersebut.

3. Skripsi yang ditulis oleh Rika Apriyanti yakni “Praktek Penjualan Produk
Imitasi Jenis Fashion di Pasar Sandang Pangan Kota Selatpanjang Menurut

Tinjauan Ekonomi Islam”. Dalam skripsi tersebut dibahas tentang praktek



penjualan produk-produk imitasi (barang KW) sebagai sebuah alternatif baru
dalam pilihan konsumsi konsumen Indonesia.

4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Irvan Alimudin yakni “Tinjauan Hukum
Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan”. Dalam skripsi tersebut dibahas
jual beli barang hasil bajakan yang mana menurut para ulama tidak boleh. Hal
tersebut dikarenakan tidak sesuai dengan syarat sahnya jual beli dalam konsep
Islam. Karena praktik jual beli tersebut melanggar hak cipta dan merugikan hak
milik orang lain. Sedangkan dalam skripsi ini, penulis akan memaparkan
mengenai praktik jual beli sepatu tiruan (KW) yang terjadi di Pasar Sarimulyo
Kebondalem Purwokerto. Dalam jual beli sepatu tiruan (KW) ini penjual
menjual sepatu tiruan (KW) tidak secara terbuka memberitahukan tipe dan jenis
pada barang yang dijual kepada pihak pembeli. Hal tersebut untuk menyamarkan
bentuk kecurangannya terhadap pembeli dan untuk mendapatkan untung yang
lebih banyak.

5. Skripsi dari Titik Suginarti tentang “Jual Beli Barang Bajakan dalam Tinjauan
Hukum Islam”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang jual beli barang
bajakan, jual beli barang bajakan tersebut seolah-olah menolong masyarakat
dengan harga yang murah tetapi disisi lain jual beli tersebut merugikan para
pencipta, karena tidak mendapat royalty dan hak mereka telah dicuri oleh orang-
orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal di dalam agama Islam melarang
adanya perdagangan yang tidak sah. Perdagangan harus dilandasi oleh kemauan
dan saling merelakan sehingga tercipta sistem perekonomian yang sah.

F. Kerangka Pemikiran
Definisi jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata

(KHUPerdata) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak penjual mengikatkan

dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak pembeli untuk membayar harga

yang telah diperjanjikan.®
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Menurut KHES jual beli adalah antara benda dengan benda, atau
pertukaran barang dengan uang.*° Jual beli menurut Fatwa MUI adalah akad antara
penjual (al-ba’i) dan pembeli (musytari) yang mengakibatkan berpindahnya
kepemilikan objek yang dipertukarkan (barang [mutsaman] dan harga [tsaman]).!!

Dalam melaksanakan jual beli agar sesuai dengan tujuan dan prinsip dasar
muamalah, yakni terpenuhinya asas-asas muamalah yang meliputi pengertian-
pengertian dasar yang dikatakan sebagai teori yang membentuk hukum muamalah.
Agar dalam berlangsungnya pelaksanaan jual beli tidak menimbulkan
kemafsadatan baik bagi pihak penjual dan pembeli. Maka sebaiknya kita harus
berpegang pada asas-asas muamalah? yang meliputi:

1. Asas Taba’dul Al-Manafi (manfaat) adalah segala bentuk kegiatan muamalah
harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang
terlibat;

2. Asas ‘adalah (keadilan) adalah prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang
menghendaki bahwa harta itu agar tidak hanya dikuasai oleh segilintir orang
sehingga harta itu agar tidak hanya dikuasai oleh segilintir orang sehingga harta
itu terdistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik kaya maupun
miskin;

3. Asas Antaradin (suka sama suka) Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk
muamalah antar individu atau para pihak harus berdasarkan kerelaan masing-
masing.

4. Asas Adamu Al-Gharar Asas Adamu Al-Gharar berarti bahwa pada setiap
bentuk muamalah tidak boleh ada gharar, yaitu tipu daya atau sesuatu yang
menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga
mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam kelanjutan dari

asas antaradin.
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5. Asas Al-bir Wa Al-Tagwa Asas ini menekankan bentuk muamalat yang termasuk
dalam kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran
manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antar sesama manusia
untuk al-birr wa al-tagwa, yakni kebajikan dan ketagwaan dalam berbagai
bentuknya. Dengan kata lain, muamalat yang bertentangan dengan kebajikan
dan ketagwaan atau bertentangan dengan tujuan-tujuan kebajikan dan
ketaqwaan tidak dapat dibenarkan menurut hukum.

6. Asas Musyarakah menghenndaki bahwa setiap bentuk muamalah kerja sama
antara pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat
melainkan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, ada harta dalam
muamalah diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak
dibenarkan dimiliki perorangan.

7. Asas Musawah memiliki makna kesetaraan atau kesamaan, artinya bahwa setiap
pihak pelaku muamalah berkedudukan sama.

8. As-shiddiq (kejujuran) Dalam Islam manusia diperintahkan untuk menjunjung
kejujuran dan kebenaran, jika dalam bermuamalah kejujuran dan kebenaran
tidak dikedepankan, maka akan berpengaruh dalam keabsahan perjanjian.
Perjanjian yang didalamnya terdapat unsur kebohongan menjadi batal atau tidak
sah.

Jual beli dalam Islam telah menentukan aturan-aturan hukumnya seperti
telah diungkapkan oleh fugaha, baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual
beli yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan semua itu dapat ditemukan
dalam kajian-kajian Kkitab figih. Dalam menilai keabsahan jual beli semestinya
diikutsertakan tujuan yang melatarbelakangi dilakukannya praktik jual beli
tersebut. Pada zaman sekarang, desakan kebutuhan ekonomi menyebabkan banyak
terjadi berbagai macam praktek jual beli dengan berbagai macam objek yang
diperjualbelikan. Salah satu yang membuat penyusun tertarik untuk mengkaji
masalah jual beli dalam skripsi ini adalah banyaknya penjual batu akik tiruan di
pasar Rawa Bening Kota Jakarta.

Pelaksaaan jual beli seharusnya tidak terlepas dari landasan dan tinjauan

hukum yang berlaku. Mengenai maraknya jual beli batu akik tiruan dimana praktik
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jual beli barang tiruan tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam. Hal tersebut
termaktub dalam Fatwa MUI No.1 Tahun 2005 tentang perlindungan Hak Atas
Kekayaan Intelektual yang menerangkan bahwa jual beli batu akik tiruan tersebut
diharamkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli batu akik tiruan di
pasar Rawa Bening Jakarta terjadi karena tidak adanya pengawasan dari pihak
pengelola pasar dan juga pemerintah Kota Jakarta terhadap para pedagang, praktik
tersebut juga tidak mengandung nilai-nilai kemashlahatan di dalamnya, karena
dapat merugikan pihak konsumen. Adanya pihak yang dirugikan dalam praktik ini,
maka terlihat jelas bahwa Islam melarang seseorang bermuamalah dengan cara
mengambil keuntungan melalui jalan yang bathil dengan adanya pihak yang
dirugikan. Dalam Undang-undang juga telah diatur larangan menjual barang hasil
pelanggaran hak cipta atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya,
namun para pedagang sebagaian besar tidak mengetahui adanya aturan yang telah
diatur dan ada pula yang mengetahui tentang aturan tersebut tetapi tidak
menghiraukannya. Seharusnya para pedagang menjual barang-barang yang sesuai
dengan aturan agama dan aturan hukum, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan
dan adanya sosialisasi dari pemerintah mengenai undang-undang yang mengatur
tentang hak cipta serta pengawasan dari pelaksanaan jual beli tersebut.

Kerangka pemikiran yang digunakan adalah teori Ekonomi Mikro Islam
oleh Adiwarman (2016) yang menyatakan bahwa dalam transaksi jual beli
mengharuskan adanya moralitas dalam aktivitas ekonominya, antara lain:
persaingan sehat dan adil (fair play), kejujuran (honesty), keterbukaan
(transparancy), dan keadilan (justice).

Tujuan dan pencapaian dalam proses aktivitasnya diharapkan dapat
memberikan suatu masukan dan informasi yang lebih bagus untuk kedepannya
khusus bagi toko batu akik di pasar Rawa Bening Kota Jakarta agar dalam
pelaksanaanya lebih baik dan sesuai dengan prinsip Islam.

Langkah-Langkah Penelitian
Langkah-langkah penelitian yang diambil oleh penulis antara lain:

1. Metode Penelitian



12

Metode yang digunakan dalam meneliti masalah dalam jual beli batu akik
tiruan di pasar Rawa Bening adalah metode studi kasus atau metode deskriptif.
Dalam penelitian ini, penyusun akan mengumpulkan, mengelola dan menganalisis
data, dan kemudian melaporkan data tersebut seacara objektif sesuai dengan
penelitian dilapangan mengenai sistem jual beli batu akik tiruan di pasar Rawa
Bening Jakarta.

2. Jenis Data

Data yang digunakan data kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam
bentuk kata-kata atau bukan dalam bentuk angka. Data bersifat kualitatif
merupakan data yang dihasilkan dari cara pandang yang menekankan pada ciri-ciri,
sifat dan mutu objek yang bersangkutan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk
melakukan penafsiran terhadap phenomena social.'®* Adapun data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah:

a. Data mekanisme jual beli batu akik tiruan di pasar Rawa Bening Jakarta

b. Data tinjuan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jual beli batu akik
tiruan di pasar Rawa Bening jakarta.

3. Sumber Data

Yang dimaksud data penelitian adalah subjek dari mana data yang
diperoleh.’* Apabila penelitian menggunakan wawancara dalam pengumpulan
datanya, maka sumber data tersebut disebut responden, yaitu yang merespon atau
menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis atau lisan.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek
yang diteliti ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut bisa
diperoleh langsung dari personel dan dapat pula berasal dari lapangan.® Yaitu

hasil wawancara dan observasi dengan orang-orang yang terlibat langsung dalam

13 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, (Bandung:
Alfabeta,2011), him. 11.

14 Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT
Rineka Cipta, Cet Ke-12, 2002), him. 107.

15 Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT Rineka
Cipta, Cet Ke-12, 2002), him. 107.
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penelitian ini. Adapun sumber-sumber data yang dijadikan data primer dalam
penelitian ini, yaitu hasil wawancara dengan penjual toko batu akik di pasar
Rawa Bening Kota Jakarta dan pembeli produk barang tiruan tersebut.
b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain
menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan
cepat. Dalam penelitian ini menjadi sumber data sekunder adalah literature,
artikel, buku, jurnal, serta situs di internet yang berkaitan dengan penelitian yang
dilakukan.

4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik penelitian sebagai
berikut:

a. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan terhadap fakta-fakta lapangan di pasar Rawa
Bening Jakarta terkait dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap
pelaksanaan jual beli batu akik di pasar Rawa Bening jakarta.
b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan
memperoleh informasi. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud
tertentu, dilakukan dengan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan
pertanyaan, dan yang di wawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan
itu.®
c. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu segala sesuatu yang dilakukan oleh peneliti untuk
menghimpun informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti. Informasi
itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, peraturan-

peraturan, ketetapan-ketetapan dan sumber tertulis baik cetak maupun elektronik.

'8 Heri Gunawan, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Pendidikan, (Fakultas Tarbiyah
dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2017), him. 65
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5. Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan: kategorisasi
dan Klasrifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar data yang secara
sepisifik tentang kualitatif, seluruh data terkumpul dari data primer dan tersier,
dianalisis dengan pendekatan rasional. Setelah data-data yang diperlukan
terkumpul, maka langkah selanjutnya mengelola dan menganalisis data tersebut.
Analisis data tersebut dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:
a. Mengumpulkan data yang diperlukan baik data sekunder maupun data primer;
b. Memahami sumber data yang telah dikumpulkan dari data primer dan data

sekunder;

Mengklarifikasikan seluruh data sesuai dengan pertanyaan penelitian;

a o

Menghubungkan data yang diperoleh dengen teori yang telah dipelajari;

@

Menganilisis data;

=h

Menarik kesimpulan



